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Bupati LCirabon

RANCANGAN

PERATURAN BUPAT! CIREBON
NOMOR : 44 TAHUN 2007

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
PADA BADAN PELAKSAMNA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN CIREBON

Mengingat

Mengingat

1

BUPATI CIREBON

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati
Cirebon Momor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Cirebon, maka rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, periu diatur
lebih lanjut oleh Bupati

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, periu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-undang Tahun 1850 Nomor 14  tentang
Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat {Banta Negara tanggal 8 Agustus 1350),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1967
tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2824)

Undang-undang Republik Indonesia Momor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepagawaian (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1874 Nomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
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TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
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1

BUPATI CIREBON

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Cirebon, maka rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Pelaksana
Penyuluhan Peranian, Perikanan dan Kehutanan, perlu diatur
lekih lanjut oleh Bupati.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka rincien Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan pada Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,

Undang-undang Tahun 1950 MNomor 14  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1967
tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1867 Nomor 10,
Tambahan Lembaran MNegara Repubiik Indornesia Nomor
2824)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1374
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1974 MNomor 55 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3041),
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 18990
tentang tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992
tentang tentang Sistern Budidaya Tanaman  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang tentang Kehutanan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonasia Nomaor 3893);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1589
tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia Momor 8 Tahun 1874  tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 3890},

Undang-undang Republik Indonesia Momor 32 Tahun 2004
tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tabun 2004 Momor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437},

Undang-undang Republik Indonesia Nomeor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemeriniahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-undang Repubiik Indcnesia Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem  Penyuluban Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
20068 Nomor 92, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4680);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1977 tentang Usaha Petermakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 MNomor 21, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3102);

Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nemor 16 Tahun
1694 tentang Jabatan Fungsional Pegawal Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Momor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
35470

s
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Peraturan Pemerintah Republik Indonasia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahunm 2000 Momor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momaor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Neger Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 MNomor 197, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noemor 13 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negen Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4154},

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2002 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4026);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor & Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momer
4262);

Peraturan Pemerintah Republik Indonasia Nomor 8 Tahun
2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4263);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005
tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 35  Seri
D.22).

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Peternakan (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 21 Seri D.5);

Peraturan Bupati Cirebon MNomor 20 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan
Partanian, Perlkanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon
| Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Sen

[



MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG RINCIAN TUGAS

POKOK, FUNGS!I DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABEUPATEN CIREBON

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini. yang dimaksud dengan .
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(1)
(2]

Daerah adalah Kabupaten Cirebon

Pemerintah Daerah adalah Pemarintah Kabupaten Cirebon
Bupati adalah Bupat Cirebon

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertarian, Perikanan, dan
Kehutanan Kabupaten Cirebon

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Cirebon

Bagian adalah Bagian Tata Usaha pada Badan Pelaksana Penyuluban
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Cireben

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Cirebon

Bidang adalah Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Cirebon

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada EBadan Pelaksana Penyulubhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon

Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut
BPPPK adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada
Badan Pelaksana Penyuluhan FPFerlanian, Perikanan, dan Kehutanan
Kabupaten Cirebon

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegewai Meger Sipil yang
diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk meiaksanakan kegiatan
yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas
pokok Badan

BAB I
KEPALA BADAN
Pasal 2

Badan dipimpin oleh secrang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrataris Daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengaiur, rrembing,
memotivasi dan mengendalikan pelaksansan tugas Badan di bidang penyuluhan
pertanian, perikanan, dan kehutanan.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Kepala
Badan mempunyai furgsi :

a.

b.

C.

d

perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan perianian, perikanan,
dan kehutanam;

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan umum,
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan program badan;

penyelenggaran evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Badan mempunyai urgian tugas ;

.

#]

L%

membanty Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyuluhan bak
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi mavpun perumusan kebijakan teknig,
memimpin, mengkoordinasi, membina. dan mengendalikan seluruh
kegiatan dinas di bidang penyuluhan

mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis bidang penyuluhan;

merumuskan, menyusun rencana dan program kerja badan sebagai
pedoman kerja sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;

memberi informasi dan saran pertmbangan kepada Bupati dalam hal
kewenangan bidang penyuluhan sebagai bahan penetapan kebijakan
bidang penyuluhan;

menyusun, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas kedinasan
sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi
kepada Bupat melalui Sekretaris Daerah;

membagi fugas kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala
Bidang, sesuai dengan bidangnya,

member petunjuk kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala
Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

menelaah, menyusun, dan merumuskan peraturan dan perundang-
undangan di bidang penyuluhan,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam Daftar Penilaian
Palaksanaan Pekerjaan (DP3);

menyelenggarakan teknis operasional di bidang penyuluhan yang meliputi
pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan serta kehutanan
dan perkebunan

menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang penyuluhan;
menyelenggarakan pembinaan administrasi kelatausahaan yang meliput
urusan umum, kepegawsaian, dan keuangan,

penyusunan rencana kebutuhan pegawai, periengkapan dan anggaran di
lingkup badan berdasarkan data informasi dan ketentuan yang ada;
menyelenggarakan  pengadasn, pemeliharaan,  perawatan  dan
penghapusan barang perlengkapan di lingkup Badan;

menyelenggarakan pengelclasn  ketatausahaan  perlengkapan, dan
anggaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

pemberian pelayanan tekms di bdang penyuluhan,

penyusunan laporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan bidang
penyuluhan, sasusi dengan ketentuan yang berlaku,

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian semua
kegiatan badan,

L



(1)

(2}

(3

(4)

menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan
lembaga-lembaga swasta dalam rangka pslaksanaan tugas;

menyelenggarakan perencanaan dan program Dinas;

menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
badan,

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan
kewenangan bidang tugasnya

BAB il
BAGIAN TATA USAHA
Bagian Pertama
Bagian Tata Usaha
Pasal 3

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala Bagian adalah unsur staf
yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai iugas pokok mengelola urusan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan [ program
Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi .

a

b.
C.
d.

pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumahtangga. dan
perjalanan dinas,

pengefolaan urusan administrasi keuangan ¢an perbendaharaan;|
pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
serta evaluasi dan pelaporan lingkup Badan,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3). Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas

a.

b.

membaniu  Kepala Badan dalam mefaksanakan tuges di bidang
ketatausahaan,

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Badan dan Bagian
sebagai pedoman pelaksanaan tugas

mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan, sesuai bidang ugasnya,

membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka
pelaksanaan tugas. peningkatan produktivitas dan pengembangan
kariernya;

memantau, mengendalikan, mangevaluasi dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sesual dengan ketentuan parundang-undangan;
mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan adminisirasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

mengoreksi surat-sural atau Naskah Dinas dl bidang ketatausahaan di
lingkup Badan;

mengatur pelaksanaan layanan di bidang ketatausahaan di lingkup Badan,
menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di  bidang
ketatausahaan;
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(2]

{3)
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i menyusun bahan kebijakan dan operasionaiisasi pembinan pengelolaan
dan pengembangan teknis administratif di bidang ketatausahaan,
perencanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

k. memantau dan melaksanakan tugas administrasi kepegawaian, keuangan,
rumah tangga/umum, perlengkapan dan perencanaan,

|.  mengkoordinir pelaksanaan pengusulan/penunjukan pengelola kegiatan
dan keuangan Badan;

m. mengelola pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada pengelcla
kegiatan dan keuangan Bagian,

n.  mengelola penghimpunan/pengumpulan bahan RENSTRA, RENJA, KUA,
PPAS, RKA dan DPA Badan,

o.  mengkoordinir pelaksanaan asistensi KUA, PPAS, RKA dan DPA Badan
dengan instansi terkait'Tim Anggaran;

p  membenkan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam rangka
pengambilan keputusan atau kebijakan,

q. melaporkan kepada HKepals Badan setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

r. melaksanakan evaluasl dan pelaporan pelaksanaan fugas dan kegiatan
Badan dan ketatausahaan, sesuai ketentuan yang berlaku;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan,
sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Umum
Pasal 4

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah unsur staf
yang langsung berada dibawah dan benanggungjawab kepada Kepala Bagian,
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan, kepegawaian, pemeliharaan, rumah tanga, perjalanan
dinas, surat menyurat, kersipan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan
Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi ;

a. penyiapan bahan dan pengelolasn urusan rumah tangga badan,

b. penyiapan bahan usulan di bidang administrasi, perlengkapan badan, dan
perjaianan dinas serta pemeiiharaan perlengkapan dan peralatan rumah
tangga Badan,

c. pelaksanean urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan,
dan keprotokolan Badan;

d. pelaksanaan urusan adminisirasi keuangan Badan;

pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Badan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum

™om

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi fungsi sebagimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai uraian tugas |

a membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas di bidang umum,

b menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,
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mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memativasi bawahan dalam rangka pefaksanaan tugas,
peninkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaiuas: dan menilai pelaksanaan
tugas bawahan sasuai dengan ketentuan perundang-undangan;

mengonsep, mengoreksi dan memaraf Maskah Dinas dalam urusan
umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan protokoler,

menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,

melaksanakan layanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan;

mengalur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan keteniuan yang berfaku:

melakeanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler Badan,

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan
dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

memeriksa pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan dan kearsipan,

melaksanakan pencatatan assetfinventaris, pengadaan kebutuhan
administrasi dan pemeliharaan bangunan, penataan ruangan, halaman
serta pekarangan Badan;

mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan,

melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi
kepegawaian yang meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penyusunan
Kearsipan Pegawai, Kartu Istri (KARIS)Kanu Suami (KARSU), Asuransi
Kesehatan (ASKES) dan Kariu Pegawai (KARPEG),

mengoreksi pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian,

menyusun, menyimpan dan memelihara data-data kepegawsaian di
lingkup Badan,

membuat konsep rekomendasi pembenan izin belajar, pendidikan dan

latihan, tugas belajar dan ujian dinas serta mengusulkan pemberian tanda
penghargaan dan [asa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan kegiatan pengusulan yang berkaitan dengan peningkatan
kesejahteraan pegawai dan pengenaan hukum disiplin pegawai di lingkup
Badan,

melaksanakan koordinasdkonsultasi  masalahlurusan  kepegawaian
dengan unit kerja/satuan kerja terkait,

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkailan dengan
kepegawaian dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan di
bidang kepegawaian;

menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang
keuangan,

melaksanakan layanan di bidang keuangan di lingkup Badan,
melaksanakan urusan administrasi keuangan;

menyusun dan mengusulkan nama-nama calon bendahara;
malaksanakan pengadministrazsian dan pembayaran gaji;
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{2)

2

ag.

bb.

iSC.

dd.

=

gg.
hh.

mim

nn

Q.

PP

aa.

mengkoordinasikan pelaksanaan penarimaan, penyimpanan,
pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan sesuai
dengan kelentuan yang berlaku;

mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan
dan ganti rugi (TPTGR),

melaksanakan pembinaan/bimbingan, pengarahan dan pengawasan
kegiatan pekerjaan bendahara dan pembantu bendahara;

menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan urusan
perlengkapan;

merencanakan kebutuhan barang inventaris;

menyediakan dan distribusi kebutuhan perlengkapan Badan;
melaksanakan pengelolaan barang inventaris Badan;
mencatat dan pelaporan barang inventaris,

menyediakan sarana prasarana  dalam  rangka pengembangan
penyuluhan;

melaksanakan penyusunan dan pengusulan kebutuhan perengkapan
badan kepada pimpinan;

melaksanakan pengadaan perlengkapan badan, sesual  kebijakan
pimpinam;

melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan/DUM kendaraan
dinas, sesuai dengan aturan yang beraku;

melaksanakan pengamananfpenyimpanan perlengkapan badan yang
rusak,

membuat berita acara barang rusakfhilang untuk keperiuan proses
administrasi TPTGR,

membernkan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan kegiatan Sub Bagian Umum. dalam rangka pengambilan
keputusan/ kebijakan;

melaporkan kepada Kepals Bagian. sstiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lugas/kegiatan Sub
Bagian Umum, sesual ketentuan yang berlaku:

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberkan oleh Kepala Bagian
sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya,

Bagian Kedua
Sub Bagian Program
Pasal 5

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian adalah unsur
staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bagian

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan,
penelaahan dan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Kepala
Sub Bagian Program mempunyai fungsi -



(4)

penyiapan data untuk penyusunan program kerja lingkup Badan;
pelaksanaan pengolahan, penyusunan, pengkajian data program kedja
lingkup badan;

pelaksanzan pemantauan, analisa dan penyiapan penilaian pelaksanaan
rencana dan program lingkup badan;,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegialan pelaksanaan program
lingkup badan,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas |

a,

e 22 3

membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas di  bidang
perencanaan dan program lingkup Badan;

menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistnbusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan,

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan,

memantay, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

mengkoordinicr  pengumpulan dan pengolahan data dan  informasi
penyuluhan;

menyusun program dan kegiatan serta anggaran Badan,

mengkoardinir dan mengoreksi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA,
KUA PPAS RKA, dan DPA Badan,

melaksanakan asistensi dengan instansi terkaittim anggaran guna
pembahasan KUA. PPAS, RKA, dan DPA;

Mengoreksi konsep MNaskak Dinas yang akan ditandatangani
pimpinan/atasan;

mengumpulkan, validas| dan analisa data, sumber data berasal dan
pencatatan pelaporan rutin atau kegatan tidak ruting survey. asesment,
penelitian serta dafa statistik;

mengolah data, penyusunan analisa siluasl, kajian dan perumusan
masalah penyuluhan serta penentuan alternatif pemecahan masalah

program-program penyuluhan;

melaksanakan survey untuk menunjang kegiatan program penyuluhan;
menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan penyuluhan;
menyiapkan bahan penyusunan sisterm informasi penyuluhan,

melaksanakan pengembangan networking/sistam jaringan  informasi
penyuluhan dengan kompulerisasi;

menyusun dan pengkoordinasian perencanaan program kegiatan dan
rencana anggaran programa penyuluhan berdasarkan data dasar yang
nyata sesuai dengan kebutuhan program;

melaksanakan konsolidasi dalam perencanaan program penyuluhan,

mengkoordinir penyusunan program dan anggaran penyuluhan dalam
menentukan target dan kegiatan program Badan,
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L' melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait berkenaan
dengan penyusunan program dan anggaran Badan,

mengumpulkan dan pengolahan hasil kegiatan program Badan,
V. mengkoordinir pelaksanakan evaluas hasil kegiatan program Badan;

W.  menyusun bahan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan
program/kegiatan Badan;

X menyusun dan mengkoordinasi prosedur tetap perencanaan program
Badan;

Y. melaksanakan kocrdinasi dengan unit kerja lainnya;

2 memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan
dengan kegiatan Sub Bagian Program dalam rangka pengambilan
keputusan/ kebijakan,

38 melgporkan kepads Kepala Bagan setiap selesai  melaksanakan
tugas/penugasan;

bb  melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Badan,

CC  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai
dengan kewenangan bidang tugasnya.

BAB IV
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bagian Pertama
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal &

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala
Bidang adslah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hordtikuliura meampunyai tugas pokok
mengelola, membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta maonitoring,
evaluasi dan pelaporan tugas Badan dicidang penyuluhan tanaman pangan dan
hortikultura

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi ;

a. pengelolaan penyusunan bahan kebiskan teknis, perencanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang tanaman pangan dan horikultura,

b. pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

e, pengelolaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metada penyuluhan
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. pengelolaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

11



(4}

pengeloiaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

pengelolaan penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

pengelolaan peningkatan kapasias penyuluh melalui proses pembelajaran
secara berkelanjutan;

pengelolaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan;

pengelolaan urusan ketatausahaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horlikultura mempunyai
uraian tugas .

a.

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

mengelola penyusunan rencana dan program kera Bidang Tanaman
Pangan dan Horikultura serta programa penyuluhan di bidang tanaman
pangan dan horticultura, sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan iugas kepada
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dan penyulun dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan karernya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

mengelola pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasé
penyuluhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

mengkoordinasikan penyusunan program dan programa penyuluhan di
bidang tanaman pangan dan horikultura;

memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seda menyusun dan
menyajikan laperan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

mengelola penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;

bersama dengan Kepala Bagian melaksanakan asistensipembahasan
rencana kerja, KUA, PPAS, RKA, DPA, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi
pelaksanaan anggaran Bidang Tanaman Pangan dan Horticultura, dengan
SKPD terkaitTim/Panitia anggaran,

merumuskan rencana pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
penyuluhan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

melaksanakan penyusunan rencana dukungan kegiatan dibidang
penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura,

merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan agribisnis dan sentra
/kawasan agribisnis komoditi tanaman pangan dan hortikultura unggulan,



(1)

(3}

0. merumuskan  kebiakan tentang penumbuhan, pembinaan  dan
pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dibidang
tanaman pangan dan hortikultura,

p. mearumuskan kebijakan materi pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh dan
pelaku utama dan pelaku usaha;

q. merumuskan kebijakan dalam rangka aplikasi metode penyuluhan;

r. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penerapaen metode dan teknologi
penyuluhan;

s mengkoordinasikan pengkajian dan penerapan serta sosialisasi teknologi
(inovasi) usahatani sesuai spesifik lokasi;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan |lembaga penslitian
pertanian:

u. melaporkan kepada Kepala Badan, setiap selesal melaksanakan
tugas/penugasan,

v. memberikan saran dan pertimbangan lepada Kepala Badan, yang berkaitan
dengan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan,

w. melaksanakan eveluasi dan pelaporan pelaksanesan tugas dan kegiatan
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, sesuai ketentuan yang berlaku;

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala Badan,
sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bidang Tanaman Pangan
Pasal 7

Sub Bidang Tanaman Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana. yang langsung berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kepala Sub Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok mengelola
membina, mengarahkan dan meangendalikan penyelenggaraan, kelembagaan
ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan penyuluhan dibidang tanaman pangan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Sub Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang tanaman pangan;

b. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang tanaman pangan,

c. pelaksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metoda
penyuluhan di bidang tanaman pangan,

d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang tanaman pangan;

2. pelaksanasn pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
tanaman pangan;



pelaksanaan penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang tanaman pangan;

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran
secara berkelanjutan;

pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan;

pengelolaan urusan ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang Tanaman Pangan.

(4} Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Tanaman Pangan mempunyai uraian
tugas |

A

b

membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Heorikultura dalam
melaksanakan tugas penyuluhan di bidang tanaman pangan,

menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Tanaman Pangan, dan
programa penyuluhan tanaman pangan, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan bidang tugasnya,

. membina dan memaotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan

tugas, peningkatan produkhbvitas dan pengembangan kariernys;

memantaw, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

merencanakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
penyuluhan penerapan teknologi produksi padi dan palawija;

menyusun rencana dukungen Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi
produksi padi dan palawija;

. menyusun programa penyuluhan pertanian tanaman pangan,

melaksanakan bimbingan pelaksanaan Rencana Kera PPL,

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Programa dan
Rencana Kerja PPL;

melaksanakan promosi hasil usahatani komoditas padi dan palawija,

melaksanakan penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan
tani komoditas padi dan palawia;

.melaksanakan ewvaluasi dan monitoring pelaksanaan penumbuhan,

pembinaan, dan pengembangan kelembagaan fani komodtas padi dan
palawija;

menyelenggarakan pelatihan bag petani dalam penerapan teknologi produks
padi dan palawija;

menyelenggarakan pelatihan PPL dalam penerapan teknologi produksi padi
dan palawija;

membantu pelaksanaan magang petani bagi petanifpenyuluh di dalam dan di
luar negeri dalam penerapan teknologi produksi pad can palawija:

melaksanakan pengkajian penerapan metode penyuluhan pertanian pada
komoditas padi dan palawija;

memberikan bimbingan pelaksanaan penerapan metode penyuluhan
pertanian pada komoditas padi dan palawija;

b



. mengkoordinasikan perumusan kebijakan penerapan metode penyuluhan

pertanian pada komoditas padi dan palawija;

mengkoordinasikan pengkajian teknologi (incvasi) usahatani komoditas padi
dan palawija sesuai spesifik lokasi;

melaksanakan kegiatan percontohan usahatani komoditas padi dan palawija;

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengkajian teknologi dan metodologi

as

bb.

ad.

ce.

penyuluhan pertanian penerapan teknelogi produksi padi dan palawija,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga penalitian
peranian komoditas padi dan palawija;

melaksanakan penyuluhan untuk merekomendasi teknologi pertanian dan
bimbingan teknis budidaya usaha tani terutama komoditas padi dan palawija
unggulan;

menyiapkan anggaran Sub Bidang Tanaman Pangan;

bersama-sama dengan Kepala Bidang Tanaman Fangan dan Hortikultura
melaksanakan asistensi/pembahasan anggaran 3Sub Bidang Tanaman
Pangan dengan instansi terkait / tim / panitia anggaran;

melaksanakan koordinasi dengan SKPD / Lembaga / Instansi terkait dalam
rangka penyuluhan pertanian;

melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Sub Bidang
Tanaman Pangan:

melaksanakan penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi pasca panen
komoditas padi dan palawija;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tanaman
Pangan dan Horikultura, yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bidang
Tanaman Pangan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horlikultura, setiap
selesai melaksanakan tugas/penugasan;

mealaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub
Bidang Tanaman Pangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

. melaksanakan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura, sesuai dengan kewenangan bidang
tugasnya;

Bagian Ketiga
Sub Bagian Hortikultura
Pasal B

{1} Sub Bigang Hortikultura di pimpin oleh seocrang Kepala Sub Bidang adalah unsur
pelaksana, yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

¥epala Sub Bidang Herikultura mempunyai tugas pokok mengelcla, membina,
mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan, ketenagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan serta monitaring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan penyuluhan di bidang tanaman hortikuliura,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Hortikultura mempunyal fungsi .

{23
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(4]

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang tanaman hortikultura;

pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang tanaman hortikultuta;

pelaksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kera dan metoda
penyuluhan dibidang tanaman hortikultura,

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang tanaman horntixuitura:

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
tanaman horikuliura;

pelaksanaan penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang tanaman hortikultura,

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh meialui proses pembelajaran
secara berkelanjutan;

pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan;

pengelolaan urusan ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang Horlikultura,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Hartikultura memgpunyai uraian tugas

a.

b.

membanty Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikuitura dalam
melaksanakan tugas penyuluhan di bidang hortikultura;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sub Bldang Horlikultuta
serta programa penyuluhan di bidang horlicultura, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesuai dengan bidang tugasnya,

membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan kariemya,

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyulub, sesuai ketentuan perundang-undangan;

merencanakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
penyuluhan penerapan teknologi produksi buah-buahan, sayur-sayuran,
tanaman hias, dan tanaman obat-obatan,

menyusun rencana dukungan kegiatan penyuluhan penerapan teknologl
produksi buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-
obatan,

menyusun Programa Penyuluhan Pertanian;
melaksanakan bimbingan pelaksanaan Rencana Kerna PPL;

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Programa dan
Rencana Kerja PPL,

malaksanakan promosi hasil usahatani komoditas buah-buahan, sayur-
sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan
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melaksanakan penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan
tani komoditas buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias. dan tanaman
obat-cbatan

. melaksanakan evaluasi dan monitering pelaksanaan penumbuhan,

pembinaan, dan pengembangan kelembagaan tani komaoditas buah-buahan,
sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-abatan;

menyelenggarakan pelatinan bagi petani dalam penerapan teknologi produksi
buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-cbatan;

menyelenggarakan pelatinan PPL dalam penerapan teknologi produksi buah-
buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan,

membantu pelaksanaan magang petani bagi petani/penyulub di dalam dan di
luar negeri dalam penerapan teknologl produksi buah-buahan, sayur-
sayuran, tanaman hias dan tanaman cbat-cbatan;

melaksanakan pangkajian penerapan metode penyuluhan pertanian pada
komoditas buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-
obatan;

memberikan bimbingan pelaksanaan penerapan metode penyuluhan
pertanian pada komoditas buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan
tanaman cbat-cbatan;

mengkoordinasikan perumusan kebijakan penerapan metode penyuluhan
pertanian pada komaditas buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan
tanaman obat-obatan,

mengkoordinasikan pengkajian teknologi (inavasi) usahatani komoditas padi
dan palawija sesuai spesifik lokasi,

melaksanakan kegiatan percontohan usahatani komoditas buah-buahan,
sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-cbatan,

melaksanakan monitoring dan evaluasl pengkajian teknologl dan metodologi
penyuluhan pertanian penerapan teknologi produksi buah-buahan, sayur-
sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga peneliban

pertaniani komoditas buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan
tanaman obat-obatan,

melaksanakan penyuluhan umtuk merekomendasi teknclogi pertanian dan
bimbingan teknis budidaya usahatani terutama komoditas buah-buahan,
sayur-sayuran, lanaman hias dan tlanaman cbat-obatan,

menyiapkan anggaran Sub Bidang Hortikulturs;

z. bersama-sama dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Horlikultura

&a,

bb.

CC.

melaksanakan asisiensi/pembahasan anggaran Sub Bidang Horikultura
dengan Satuan Kerja terkait / tim / panitia anggaran;

melaksanakan koordinasi dengan SKPD / Lembaga / Instans: terkait dalam
rangka penyuluhan pertanian;

melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Sub Bidang
Hortikultura;

melaksanakan penyuluhan dan bimbingan penerapan teknologi pasca panen
komoditas buah-bushan, sayur-sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-

cbatan;
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(1)

(2}

(3)

dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Tanaman

g9

Pangan dan Hortikultura, yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan
hortikultura, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura setiap
selesal melaksanakan tugas/penugasan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tugas dan kegiatan Sub
Bidang Hortikuitura, sesual dengan ketentuan yang berlakuy;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Tanaman Pangan dan Hortikultura, sesual dengan kewenangan bidang
tugasnya;

BAB IV
BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama
Bidang Perikanan dan Peternakan
Pasal 9

Bidang Perikanan dan Peternakan di pimpin oleh seqrang Kepala Bidang adalah
unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan,

Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok mengelola,
membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan,
ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan tugas Badan di bidang penyuluhan penkanan dan petermakan.

Untuk melaksanakan tugss pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi

a.

b.

pengelolaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perancanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang perkanan dan petemakan;,

pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
hidang perikanan dan peternakan,

pengelolaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metoda penyuluhan
di bidang perikanan dan petemakan;

pengelclaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang perikanan dan peternakan,

pengelolaan pembinaan dan pengembangan kerasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
perikanan dan petemakan;

pengelolaan penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku ulama dan pelsku useha di bidang perkanan dan
peternakan;

pangelolaan peningkatan kapasitas penyuluh melalul proses pembelajaran
secara berkelanjutan;

pengelolaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Fedesaan;

pengelolaan urusan ketatausahaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan di Bidang Perikanan dan Peternakan.
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{(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai uraian
tugas :

a. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang
perikanan dan peternakan,

b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan dan
Peternakan serta programa penyuluhan dibidang perikanan dan peternakan,
sebagai pedoman pelaksanaan fugas,

€. mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesuai dengan kidang tugasnya;

d. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan kariernya;

e. memantau, mengendalikan, mengevaluasl dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

f. mengelola pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi
kegiatan Bidang Penyuluhan Perikanan dan Paternakan,

g. merencanakan penyuluhan dan pengembangan bidang perikanan dan
peternakan,

h. melaksanakan penyuluhan peningkatan produksi, pengawasan produksi
perikanan dan peternakan;

i. memfasilitasi pemasaran hasil produksi perikanan dan petemakan,

j. menyiapakan bahan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Penyuluhan
Perikanan dan Petemakan;,

k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
dan penantuan maten, metoda dan penyclengaraan penyuluhan di bidang
perikanan dan petermakan,

|, mengelola penyusunan dan pelaksanaan anggaran Bidang Penyuluban
Perikanan dan Petemakan;

m. bersama-sama dengan Kepala Bagian melaksanakan asitens! / pembahasan
anggaran Bidang Penyuluhan Perikanan dan Peternakan dengan satuan
kerja terkait / tim / panitia anggaran,

n. melaporkan kepada Kepala Badan satiap =elesai melaksanakan tugas /
penugasan,

0. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan
dengan kegiatan Bidang Perikanan dan Peternakan, dalam rangka
pengambilan keputusan / kebijakan;

q. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang
Perivanan dan Peternakan, sesuai ketentuan yang berlaky,

r. melaksanakan tugas kedinasan |ain yang diberikan oleh Kepala Badan,
sesuai kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bidang Perikanan
Pasal 10

(1) Sub Bidang Perikanan di pimpin oleh secrang ¥Xepala Sub Bidang adalah unsur
pelaksana, yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan.
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{2) Kepala Sub Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok mengelola, membina,
mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan, ketenagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan serta monitaring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan penyuluhan di bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagal mana di maksud pada ayat (2),
Kepala Sub Bidang Perikanan mempunyai fungs :

2

(4)

a.

b.

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang perikanan,

pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang perikanan,

pelaksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kerjg dan metoda
penyuluhan di bidang perikanan;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang perikanan,

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
perikanan;

pelaksanaan penumbuhbkembangan dan fasilitas: kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan,

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembalajaran
socara barkelanjutan;

pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan,

pengelolaan urusan ketatausahaan, monitoning, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang Penkanan;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Kepals Sub Bidang Perikanan mempunyai uraian tugas

.

k.

membantu Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan
tugas penyuluhan di bidang perikanan,

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perikanan
serta programa penyuluhan dibidang perikanan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memben petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesuai dengan bidang tugasnya,

membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh datam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan kariernya,

. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pefaksanaan fugas

bawahan dan penyuluh, sesual dengan ketentuan perundang-undangan;
melaksanakan programa penyuluban di bidang penkanan,

melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan
metode penyuluhamn;

. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengawasan dan penyebaran

materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang industn
perikanan,

melaksanakan pembinaan pengembangan kena sama kemitraan,
pengelolaan kelembagean, ketenagsan, sarana dan prasarana serta
pembiayaan penyuluhan penkanan,
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(1)

(2]

{2}

j. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan
bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;

k. melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemanfaatan sumber daya dan
sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agribisnis perikanan;

|. melaksanakan pembinaan mutu hasil olahan dan penyebaran informasi
pemasaran hasil-hasil Perikanan,

m. melaksanakan pengkajian teknolog budidaya, penangkapan, pasca panen
dan pemasaran hasil perikanan,

n memfasilitasi pelaksanaan ksji terap / demplot di bidang perikanan;
0. melaksanakan penyelenggaraan pelatihan bagi penyuluh perikanan;

p. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta
melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan,

g melaksanakan koordinasi dengan SKPD / Lembagsa / Instansi terkait dalam
rangka penyuluhan perikanan,

r. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan dan
Petarnakan, yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan Sub Bidang
Perikanan, dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan,

5. melaporkan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan, setiap selesai
melaksanakan fugas / penugasan;

.. melaksanakan evaluasi dan pelapcran pelaksanzan dan kegiatan Sub
Bidang Perikanan, sesuai ketentuan yang berlaku;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perikanan dan Peternakan, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya

Bagian Ketiga
Sub Bidang Peternakan
Pasal 11

Sub Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang adalah unsur
pelaksana, yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan,

Kepala Sub Bidang Peternakan mempunyal tugas pokok mengeiola, membina,
mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan, ketenagaan
sarana dan prasarana penyuluhan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan penyuluhan di bidang peternakan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Sub Bidang Peternakan mempunyai fungsi .

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan tekris, perencanaan dan

penyelenggaraan penyuluhan di bidang peternakan,

b. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang peternakan;

¢. pelaksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kera dan metoda
penyuluhan di bidang peternakan,

d. pelaksanaan pengumpulan, pengotahan, pengemasan, dan penyabaran
materi penyuluhan di bidang peternakan;



(4)

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
petemakan;

pelaksanaan penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang peternakan;

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh melalyi proses pembelajaran
secara berkelanjutan;

pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan;

pengelolaan urusan ketatausahsan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang Peternakan

Untuk malaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Pelernakan mempunyai uraian tugas :

&,

b.

membantu Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan
tugas penyuluhan di bidang peternakan;

meangelcela penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Peternakan
serta programa penyuluhan dibidang peternakan, sebsgai padoman
pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan memberi pelunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesuai dengan bidang tugasnys,

membina dan memofivasi bawahan dan penyuluh dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas, dan pengembangan kariemya,;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sasuai dengan ketentuan perundang-undangan,

f. menyusun rencana program penyuluhan petemakan;

a8 9 g 3

melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan
metode penyuluhan petermnakan;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha Paternakan;

melaksanakan bimbingan pelakzanaan rencana kena PPL,

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi peiaksanaan program dan
rencana kerja PPL,

melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta
melalui proses pembelajaran sacara berkelanjutan,

melaksanakan pembinaan pengembangan kera sama. kemitraan,
pengelolaan kelembagaan, ketenagsan, sarana dan prasarana, seria
pembiayaan penyuluhan petemakan;

.melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemanfaatan sumber daya dan

sarana usaha, pembinaan kelembagaan, dan agribisnis petermakan;
memfasilitasi pelaksanaan kaji terap /| demplot di bidang peternakan;
melaksanakan penyelenggarsan pelatinan bagi penyuluh peternakan,
melaksanakan manitoring dan evaiuasi pengkajian teknologi peternakan;
menyiapkan anggaran Sub Bidang Penyuluhan Peternakan,

bersama-sama dengan Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan
melaksanakan asistensi / pembahasan anggaran Sub bidang Peternakan
dengan satuan kena terkait / tim / panitia anggaran;

| L]
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(1)

(2)

(3)

5. melaksanakan koordinasi dengan SKPD / lembaga [ instansi terkait dalam
rangka penyuluhan peternakan

t.  Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) di bidang
Penyuluhan Peternakan;

u., melaporkan kepada Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan setiap selesai
mefaksanakan tugas / penugasan

v. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepals Bidang Perikanan dan
Peternakan yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bidang Peternakan, dalam
rangka pengambilan keputusan / kebijakan

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub
Bidang Peternakan, sesuai ketentuan yang berlaku

¥ melaksanakan tugas kedinassn lain yang diberikan gleh Kepala Bidang
Perikanan dan Paternakan, sesuai dangan kewenangan bidang tugasnya.

BAB YV
BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama
Bidang Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 12

Bidang Kehutanan dan Perkebunan dipimpin cleh seorang Kepala Bidang
adalah unsur pelaksana, yang langsung berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok mengelola,
membina, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan,
ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan serta monitoring, evaluasi dan
polaporan tugas Badan di bidang penyuluhan kehutanan dan perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {2). Kepala

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi -

a pengelolaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang kehutanan dan perkebunan,

b. pengeloiaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang kehutanan dan perkebunan;

c. pengelolaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metoda penyuluhan
di bidang kehutanan dan perkebunan;

d. pengelclaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi peryuluban di bidang kehutanan dan perkebunan;

e. pengelolaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
kehutanan dan perkebunan;

. pengeiolaan penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang kehutanan dan
parkebunan ;

g. pengelolaan peningkatan kapasitas penyuluh melalyl proses pembelajaran
secara berkelanjutan,

h. pengelolaan pembinaan terhadap BPFPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan;



i

pengelolaan urusan ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

(4} Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3}, Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai uraian
tugas :

.

b,

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas penyuluhan di bidang
kehutanan dan perkebunan;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kehutanan dan
Perkebunan serta programa penyulthan di bidang kehutanan dan
perkebunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesugi dengan bidang tugasnya;

meambina dan memaotivasli bawahan dan penyuluh dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan kariernya;

memantau, mengendalikan, mengevaluas| dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan ketentuan perungang-undangan;
mengelola pengumpulan dan pengolahan data bidang penyuluhan
kehutanan dan perkebunan:

melaksanakan pengeloclaan, pemeliharaan, rehabilitasi hutan dan lahan
kehutanan dan perkebunan;

melaksanakan penyuluhan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
dan perkebunan:

merencanakan penyuluban dan pengembangan hutan dan perkebunan,

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem komunikas: dan
informasi penyuluhan bidang kehutanan dan perkebunan;

melaksanakan penyuluhan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya
aglam hutan dan perkebunan,

memberdayakan penyuluh kehutanan dan perkebunan lapangan;

melaksanakan penyuluhan peningkaian produks, pengawasan produksi
kehutanan dan perkebunan,

memfasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan;

o. melaksanaksn penyuluhan pembinaan dan pengawasan peredaran hasil

L,

hutan dan perkebunan di dalam / keluar daerah;

melaksanakan penyuluhan penyelenggarasn perbibitan tanaman kehulanan
dan perkebunan;

menyiapkan bahan penyusunsn rencana sirategis (Renstra) penyuluhan
kehutanan dan perkebunan;

melaksanakan penyulunan perlindungan Tanaman Kehutanan dan
Perkebunan;

melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
penyuluhan bidang kehutanan dan perkebunan;

mengelola penyusunan Anggaran Bidang Penyuluhan Kehutanan dan
Perkebunan;

bersama-sama dengan Kepala Bagian melaksanakan  asistensi
pambahasan perencanaan dan anggaran Bidang Penyuluhan Kehutanan
dan Perkebunan dengan instansi terkait / tim / panitia anggaran;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan
dengan kegiatan Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalan rangka
pengambilan keputusan [ kebijakan;,



(1)

(2)

(3]

{4)

w. melaporkan kepada Kepala Badan setiap selesal melaksanakan tugas /
penugasan;

x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanasan tugas dan kegiatan
Bidang Kehutanan dan Perkebunan, sesuai ketentuan yang berlaku;

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan kewenangsan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bidang Kehutanan
Pasal 13

Sub Bidang Kehutanan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bidang adalah unsur
pelaksana, yang langsung berada dibawah dan bartanggung jawab kepads
Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan,

Kepala Sub Bidang Kehutanan mempunyail tugas pokok mengeioia, membina,
mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan, ketenagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan serta monitoring, evaluas: dan pelaporan
kegiatan penyuluhan di bidang kehutanan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Sub Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan
penyelenggaraan penyuluhan di bidang kehutanan;

b. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang kehutanan

¢. pelsksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metoda
penyuluban di bidang kehutanan;

d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang kehutanan;

e, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
kehutanan;

f. pelaksanaan penumbuhkembangan dan fasiliiasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang kehutanan;

g. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembeiajaran
secara berkelanjutan,

h. pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan,

I, pengelolaan urusan ketatausahaan, monitaring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang Kehutanan,

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungs sebagaimana dimaksud pada ayat

(2] dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Kehutanan mempunyai uraan tugas .

a. membaniu Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan
tugas penyuluhan di bidang kehutanan;

b. mangelola penyusunan rencana dan program kera Sub Bidang Kehutanan
serta penyusunan programa penyuluhan di bidang kehutanan, sebaga
pedoman pelaksanaan tugas,

c. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesuai dengan bidang fugasnya,



. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produkiivitas danpengembangan kariernya;

. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme tata kerja dan
metode penyuluhan;

. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha dibidang kehutanan;
. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta
melalul proses pembelajaran secara berkelanjutan,

melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan,
pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, sera
pembiayaan penyuluhan kehutanan:

menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan
bagi pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan,

meamberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan melslul bimbingan,
pelatinan dan kursus yang memadai;

melaksanakan pelatihan bagi penyuluh kehutanan;

.pembinaan dan pengarahan penyuluh dalam penyusunan rencana kerja
penyuluh kehutanan;

. melaksanakan pengembangan sistem komunikasi dan informasi penyuluhan
kehutanan,

. melaksanakan kaji terap/demplet di Bidang Kehutanan,

. menumbuhkan dan membina kelompok tani pengkajian teknologi kehutanan;

. pemberian bimbingan pelaksanaan pengkajan teknologi di tingkat Balai
Penyuluhan;

. pemberian bimbingan teknis budidaya usaha tani komoditas unggulan di
sakitar kawasan hutan;

. melaksanakan pengkajian teknologi budidaya dan pasca panen serta
memfasilitasi pemasaran hasil kehutanan;

melaksanakan bimbingan kegiatan pengendglian, penanggulangan dan
perlindungan kawasan hutan,

. menyiapkan penyusunan anggaran Sub Bidang Kehulanan;

barsama-sama dengan Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan
Perkebunan melaksanakan asistensi / pembahasan anggeran Sub Bidang
Fenyuluhan Kehutanan dengan saiuan kerja terkait / tim / panitia anggaran,

. melaksanakan koordinasi dengan SKPD [ Lembaga / Instansi terkait dalam
rangka penyuluhan kehutanan;

. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Rensira) di bidang
penyuluhan kehutanan;

. melaksanakan bimbingan kegatan pengendalian, penanggulangan dan
perlindungan kawasan hutan,

. melaporkan kepada Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan setiap
selesai melaksanakan tugas / penugasan;

. memberi saran dan perimbangan kepada Kepala Bidang Kehutanan dan
Perkebunan, yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bidang Kehutanan dalam
ramgka pengambilan keputusan / kebijakan,

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub
Bidang Kehutanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kehutanan dan Perkebunan, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya.
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Bagian Ketiga
Sub Bidang Perkebunan
Pasal 14

(1) Sub Bidang Perkebunan dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bidang adalah
unsur pelaksana, yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan.

Kepala Sub Bidang Perkebunan mempunyai ugas pokok mengelala, membina,
mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, kelembagaan, kelenagaan,
sarana dan prasarana penyuluhan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
kegiatan penyuluhan di bidang perkebunan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Sub Bidang Perkebunan mempunyas fungsi ;

(2]

(3)

(4)

a.

b.

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, perencanaan dan
penvelenggaraan penyulubhan di bidang perkebunan;

pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dalam rangka peningkatan
produksi, daya saing dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di
bidang perkebunan;

. pelaksanaan dan pengembangan mekanisme, tata kena dan metoda

penyuluhan di bidang perkebunan;

pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran
materi penyuluhan di bidang perkebunan;

. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kerjasama, kemitraan,

kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana penyuluhan di bidang
perkebunan,

pelaksanaan penumbubkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum
krgiatan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perkebunan;

pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran
secara berkelanjutan,

pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan;

pengelolaan urusan ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Sub Bidang Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan (3), Kepala Sub Bidang Perkebunan mempunyai uraian tugas :

d.

b

membaniu Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan, dalam melaksanakan
tugas penyuluhan di bidang perkebunan;

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Perkebunan
sarta programa penyuluhan dibidang perkebunan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
dan penyuluh, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam melaksanakan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan kariernya;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan dan penyuluh, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
melaksanakan penyuluhan dan megembangkan mekanisme, fata kerja dan
metode penyuluhan;



(1

{2)

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan. pengawasan dan penyebaran
materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang
perkebunan;

h. menumbuh kembangkan dan memfasiitasi kelembagaan dan forum kegiatan
bagi pelaku utama dan pelaku usaha perkebunan;

i. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta
melalui proses pembeiajaran secara berkelanjutan;

j- melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pemanfaatan sumber daya dan

sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agribisnis perkebunan;

k. melaksanakan pembinaan mutu hasil clahan dan penyebaran informasi
pemasaran hasil-hasil perkebunan,

I. melaksanakan bimbingan kegiatan pengendalian, penanggulangan dan
perfindungan kawasan perkebunan;

m. melaksanakan pengkajian teknologi budidaya perkebunan, pasca panen dan
pemasaran hasil,

n. memberdayakan masyarakat sekitas kewasan perkebunan melalui
bimbingan, pelatihan dan kursus yang memadai:

o. melaksanakan kegiatan percontohan usaha tani  sekitar kawasan
perkebunan;

p. pemberian bimbingan pelaksanaan pengkajian leknologi di tingkat Bala
Penyuluhan;

g. menyiapkan anggaran Sub Bidang Perkebunan,

r. bersama-sama dengan Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan
melaksanakan asistensi / pembahasan anggaran Sub Bidang Perkebunan,
dengan satuan kerja terkait / tbm / panitia anggaran.

3. melaksanakan koordinasi dengan SKPD / Lembaga / Instansi terkait dalam
rangka penyuluhan perkebunan;

t. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Rensira) di  bidang
penyuluhan parkebunan;

u, melaporkan kepada Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan sstiap
selesal melaksanakan tugas f penugasan,

v. memberi saran dan perimbangan kepada Kepals Bidang Kehutanan dan
Perkeburan, yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bidang Perkebunan,
dalam ramgka pengambilan keputusan / kebijakan;

w. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub
Bidang Perkebunan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kehutanan dan Perkebunan, sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya

BAEB VI
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Pasal 15

BPPPK seshagai tempat pertemuan penyuiuh, pelaku utama dan pelaku usaha,
dipimpin oleh secrang Kepala Balai adalah unsur peiaksana non struktural, yang
langsung berada di bawah dan bertangungjawab kepada Kepala Badan.
Pengaturan organisasi dan wilayah kerja serta tugas pokok, fungsi dan uraian
tugas BPPPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAE Vi
PENYULUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 16

(1) Penyuluh PNS merupkan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Jabatan Fungsional Penyuluh,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang
mangatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan

tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan Bupati ini, mulai barlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memernniahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cireban

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal . (

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007, NOMOR SERI



BAB VI
PENYULUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 16

(1) Penyuluh PNS merupakan pejabat fungsional yang diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

{2) Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Jabatan Fungsional Penyuluh,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangsan.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan-ketentuan yang

mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupall ini, dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini, mulai berlaky pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, mamernntahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon,

Ditetapkan di  : Sumber
pada tanggal

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007, NOMOR SER|



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SFKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025

SUMBER
=————= i T= e
NOTA DINAS
Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon
Nomor  : D61 .1{'—'?:3’ { Klb
Sifat Biasa
Tanggal : 13 Nopember 2007
Lampiran : 1 (satu} berkas
Hal . Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Jabatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, untuk diproses lebih
lanjut.

Perlu kami sampaikan, bahwa rancangan inl sudah diadakan
beberapa kali pembahasan dengan Badan FPelaksana Penyuluban
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sehingga hal-hal yang menyanghkut
subtansi sistem penyuluhan pertanian, perkanan dan kehutanan felah
tertuang dalam rancangan dimaksud.

Sehubungan dengan hal lersebut bila ada hal-hal yang belum
sependapat tentang rancangan ini, mohon untuk dikoreksi sesual dengan
ketentuan tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas dukungan dan kenazamanya disampaikan lerima
kasif.

KEPALA BAGIAN DRGANISASI,{

A

YAH RIZAL, M.Si
Pembina Tingkat |

NIP. 010 097 510



